
Salinan 

BUPATIBOJONEGORO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2016 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAB 
TAHUN ANGGARAN 2017 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

a . dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan 
kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 
2017, dalam pelaksanaannya perlu mengakomodir 
pergeseran anggaran antar obyek belanja dan rincian 
obyek belanja yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 
160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
dan Romawi V.23 Lampiran Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017, serta tindak lanjut dari surat 
Gubemur Jawa Timur Nomor: 903/ 12528/202/2016, 
Perihal: Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan 
Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun Anggaran 2017, Surat Gubemur Jawa 
Timur Nomor: 412.2/400/112.3/2017, Perihal: 
Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan 
Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2017, dan Surat Gubemur Jawa Timur Nomor: 
412.2/401/ 112.3/2017, Perihal: Penyampaian Pagu 
Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 
Pemerintah Desa Program Jalin Matra Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2017; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun Anggaran 2017; 

Menetapkan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) srbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5515); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 
dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil 
Cukai Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2009; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016; 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 
Nomor 2); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2010 Nomor 16); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 
Tahun 2011 ten tang Penyertaan Modal di Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 11); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 5); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 4); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Jasa U saha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 
Nomor4); 
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 18); 

39. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 79); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal I 

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (S erita 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 79), diadakan perubahan 
sebagai berikut: 

a. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
Anggaran 2017 dirinci sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah : 

a. Semula Rp. 3.036.888.070.374,09 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.540.986.500,00 

.Jumlab PeD.Cl.apata11 Daerah 
setelah Peruhahan 

Rp. 3.040.429.056.874 ,09 

2. Belanja: 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Rp. 3.011. 738.845.374,09 
Rp. 3.540.986.500,00 

Jumlah BellUIJa setelah Perubaha11 
Smplus (defisit) setelah perubahan 

Rp. 3.015.279.831.874,09 
Rp. 25.149.225.000,00 

3. Pembiayaan : 
a. Peneri.maan 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jnmlah Penerimaan aetelah 
Perubahan 

Rp. 
Rp. 

10.850.775.000,00 
0.00 

Rp. 10.850. 775.000,00 



b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Penaeluaran setelah 
Perubahan 
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Rp. 
Rp. 

Jumlah Pemblayaan Netto setelah 
Perubahan 
Slaa Jeblh Pembiayaan Anggaran 
setelah perubahan 

36.000.000.000,00 
0,00 

Rp. 36 .000.000.000,00 

Rp. (25. 149.225 .000,00) 

Rp. 0 ,00 

b. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran Ill, dan Lampiran [V, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal lI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 19 April 201 7 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

H. SUYO TO 
Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 19 April 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

SOEHADI MOELJONO 

DERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOlllOR 53. 

· an sesuai dengan aslinya 
RAH KABUPATEN BOJONEGORO 

EBADI 
bina Utama Madya 

19600131 198603 1 008 


